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BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARIJO,

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo bersama Bupati
Sidoarjo telah menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016
sesuai dengan Keputusan Gubernur  Jawa  Timur Nomor:
188/152.K/KPTS/013/2015 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Sidoarjo
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2016;

Pasal 18 ayat (6) Undang—Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

Undang—-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya
dan Daerah Tingkat Il Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang—Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang—-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang—Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang—Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang—Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang—undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5694)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan
Standart Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual pada pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016;

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007
(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak
Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 2 Seri
B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak
Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 3 Seri B,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak
Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 4 Seri
B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 1 Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Terminal Penumpang (Lembaran Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 2 Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak
Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 1 Seri B,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak
Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 2 Seri B,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 19);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak
Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 3 Seri B,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 20);
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Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak
Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor
4 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21);
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 5 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Nomor 22);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2010 — 2015 (lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011
Nomor 2 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun
2011 Nomor 4 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 1 Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 2 Seri C);
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2012 Nomor 3 Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang lzin
Gangguan (HO) (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 4
Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 5 Seri C,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 33);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun
2012 Nomor 6 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Nomor 34);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Pencegahan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Retribusi Pemeriksaan
Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun
2012 Nomor 7 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Nomor 35);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2012 tentang
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 8 Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2012 Nomor 9 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sidoarjo Nomor 36);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada Perusahaan Daerah
Air Minum Delta Tirta Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun
2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Nomor 38);



58. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada PT.
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (PT. Bank Jatim) (Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 40);

59. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2013 tentang
Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2013 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sidoarjo Nomor 39);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
DAN
BUPATI SIDOARIO
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah Rp. 3.770.500.242.600,00
2. Belanja Daerah Rp. 3.993.514.701.340,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan (Rp. 223.014.458.740,00)
3. Pembiayaan Daerah :
a. Penerimaan Rp. 235.914.458.740,00
b. Pengeluaran Rp. 12.900.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp. 223.014.458.740,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00
Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 1.203.782.695.817,00
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 1.590.438.964.627,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah
Rp. 976.278.582.156,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

pendapatan :
a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 722.320.000.000,00
b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 98.652.181.548,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

sejumlah Rp. 28.469.512.836,24
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah

Rp. 354.341.001.432,76

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pendapatan :



a. Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah

Rp. 208.034.752.627,00
b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 1.225.261.302.000,00
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 157.142.910.000,00

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri
dari jenis pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya sejumlah Rp. 351.956.456.156,00
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah
Rp. 624.322.126.000,00
Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 2.331.084.811.310,43

b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 1.662.429.890.029,57

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 1.686.606.093.712,93
b. Belanja hibah sejumlah Rp. 125.269.702.100,00
c. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 55.337.353.560,00
d. Belanja bagi hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota

Dan Pemerintah Desa sejumlah Rp. 89.994.815.279,80
e. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/

Kota dan Pemerintah Desa sejumlah Rp. 370.876.846.657,70
f. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 3.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 100.143.442.171,00

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 821.808.009.592,33

c. Belanja Modal sejumlah Rp. 740.478.438.266,24
Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan pembiayaan daerah sejumlah Rp. 235.914.458.740,00
b. Pengeluaran pembiayaan daerah sejumlah Rp. 12.900.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 223.014.458.740,00
b. Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir Rp. 12.900.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah Sejumlah
Rp. 12.900.000.000,00
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini, terdiri dari :



1. Lampiran [ Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

2. Lampiran Il Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;

3. Lampiran i Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;

4. Lampiran v Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi ,
Program dan Kegiatan ;

5. Lampiran \ Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara ;

6. Lampiran VI  Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VIl Daftar Piutang Daerah;

8. Lampiran VIl Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

9. Lampiran IX  Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;

11. Lampiran Xl  Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;

12. Lampiran XIl  Daftar dana cadangan daerah; dan

13. Lampiran Xl Daftar pinjaman daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 28 Desember 2015

Pj. BUPATI SIDOARJO,

ttd
JONATHAN JUDIANTO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 28 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARIJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 NOMOR 3 SERI'A

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO, PROVINSI JAWA TIMUR : NOMOR 425-
11/2015



LAMPIRAN 1 PERATURAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
RINGKASAN ANGGARAN,PENDAPATAN,DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

NOMOR : 11 TAHUN 2015
TANGGAL : 28 DESEMBER 2015

Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3
1 PENDAPATAN DAERAH
1.1 Pendapatan Asli Daerah 1.203.782.695.817,00
1.1.1 Hasil Pajak Daerah 722.320.000.000,00
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 98.652.181.548,00
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 28.469.512.836,24
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 354.341.001.432,76
1.2 Dana Perimbangan 1.590.438.964.627,00
1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 208.034.752.627,00
1.2.2 Dana Alokasi Umum 1.225.261.302.000,00
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 157.142.910.000,00
1.3 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 976.278.582.156,00
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya. 351.956.456.156,00
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 624.322.126.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 3.770.500.242.600,00
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Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3
2.1 Belanja Tidak Langsung 2.331.084.811.310,43
211 Belanja Pegawai 1.686.606.093.712,93
2.1.4 Belanja Hibah 125.269.702.100,00
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 55.337.353.560,00
2.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 89.994.815.279,80
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 370.876.846.657,70
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000,00
2.2 Belanja Langsung 1.662.429.890.029,57
22.1 Belanja Pegawai 100.143.442.171,00
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 821.808.009.592,33
2.2.3 Belanja Modal 740.478.438.266,24
JUMLAH BELANJA 3.993.514.701.340,00
SURPLUS/(DEFISIT) (223.014.458.740,00)
3 PEMBIAYAAN DAERAH
31 Penerimaan Pembiayaan Daerah 235.914.458.740,00
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 223.014.458.740,00
3.1.7 Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir 12.900.000.000,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

235.914.458.740,00

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

12.900.000.000,00

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

12.900.000.000,00
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Nomor Urut

Uraian

Jumlah (Rp)

1

2

3

Jumlah penerimaan pembiayaan

12.900.000.000,00

PEMBIAYAAN NETO

223.014.458.740,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

0,00
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